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BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BIAK
NUMFOR NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIAK NUMFOR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
bupati tentang perubahan pertama atas peraturan bupati
nomor 7 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, maka
perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor ;

Menimbang : a.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Perubahan
Pertama Atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor
Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten—
kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tagxbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

—
.

Mengingat

4. Undang-Undang ......
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4842);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke II atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan ......
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13. Peraturan Dacrah Kabupaten Bink Numfor Nomor 3 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2006

Nomor 30);

14. Peraturan Dacrah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati
Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor
(Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016 Nomor

3);
MEMUTUSKAN :
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI

KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 94 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Menetapkan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Dacrah Kabupaten
Biak Numfor.

3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA
adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Biak Numfor;

6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Biak
Numfor ;

7. Staf Ahli adalah Staf Ahli pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Biak Numfor;

8. Bagian adalah Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Biak Numfor;

9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Biak Numfor;

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Biak Numfor;

11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;

12. Eselon ......
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12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai keahliannya;

13. Tugas adalah uraian tugas unit kerja dalam bentuk
ringkas yang merupakan kegiatan yang bersumber dari

urusan,

14. Fungsi adalah penjabaran tugas yang menggambarkan
seluruh kegiatan unit kerja dalam siklus manajemen.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sekretariat Daerah
Pasal 2

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin,
mengatur, membina, mengendalikan, penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah serta pelayanan administratif;
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini sekretaris daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur sipil Negara pada

Instansi Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Sekretariat terdiri dari :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

c. Asisten Administrasi Umum.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 3

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
n}embantu Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di
bidang pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan
kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;

(2) }J{lmk.menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyusunan ......
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a. Penyusunan kebijakan dacrah dibidang pemerintahan dan hukum;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan

rakyat;

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah dibidang
pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
pemerintahan dan hukum;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dax? {aktor
yang mempengaruhi pencapaian  tujuan kebijakan dibidang
kesejahteraan rakyat;

f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, administrasi pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang pemerintahan,

hukum dan kesejahteraan rakyat; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.

(3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawabhi :
a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
c. Bagian Hukum.

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan
Pasal 4

(1) Bagian Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan  tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daeah, pelaksanaan
pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini Asisten Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi
daerah;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kersama dan otonomi daerah;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kerjasama dan otonomi daerah;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
dan kerjasama dan otonomi daerah,;

e. Penyiapan......
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naan pembinaan administrasi di bidang

Penyiapan bahan pelaksa
wilayahan dan kerjasama

administrasi pemerintahan, administrasi ke
dan otonomi daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bagian Pemerintahan, membawahi :

a.
b.
C

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

Pasal 5

(1) Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

a.

b.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang administrasi
pemerintahan;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi
pemerintahan;

Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

Memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; dan

Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

Pasal 6

(2) Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Kewilayahan adalah sebagai berikut :

a.

b.

Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi embentukan, penghapusan,
penggabungan dan pemekaran wilayah distrik dan/atau kelurahan;
Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, distrik, kelurahan serta
nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;

Melaksanakan fasilitas topomini dan pemetaan wilayah;

Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;

Menyusun bahan kebyakan pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah
kepada kepala distrik;

Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan; dan

Me]a_kmnakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang
administrasi kewilayahan.

Pasal 7

(1) Uraian Tugas Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :

a.

b.
c.

Menyusun bahan laporan penyelenggaraan bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD);

Menghimpun informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
Melaksanakan fasilitas penyusunan Standar Pelayanan Minimal (S
Organisasi Perangkat Daerah; S
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d. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi proscs pengusulan, pengangkatan dan
pemberhentian kepala dacrah dan wakil kepala dacrah;

e. Memfasilitasi pengusulan ijin dan cuti Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah;,

f.  Menyusun bahan laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah ;

Melaksanakan fasilitas dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan

Umum;

h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses adminitrasi pergantian antar
pimpinan dan anggota legistatif;

i Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dacrah
dibidang otonomi daerah;

j. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang kerjasama
dalam negeri;

k Melaksanakanpengo]ahandatakmjasamadacxahdalamnegeﬁ;

L Melalfsanakan pengendalian dan perumusandatahasilkcl:iasamadacrahdalam
negert,

m. Melaksanakan fasilitas forum dan asosiasi pemerintah daerah;

n. Melaksanakanpembkmandanpeng&wasankmjasamadacﬁhda]amnegeﬁ
yang dilakukan oleh perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten; dan

o. Mda]fsanakanpenyusunanlapomnhasﬂpdaksanaankedasmnadacmhdalam
negeri.

Paragraf 2
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 8

(1) Bagian Kescjahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengorganisasaian pelaksanaan
tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

2 Untpk menyelengamkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian rumusan kebijakan daerah dibidang

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. Penylapanbahanpengoordmas:an pelaksanan tugas perangkat daerah dibidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat:

c. Penylapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor
yang merppmgaruhn tujuan kebijakan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. PelalfsanaanfungsilaMyangdibexﬂcanolehasistenpaneﬁmahandan
kescjahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a. Sub Bagian Bina Mental Spritual ;
b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
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Pasal 9

(1) Uraian tugas Sub Bagian Bina Mental Spritual adalah sebagai berikut ©

a. Menyiapkan data tentang sarana peribadatan , sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;

b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang l_)erhubungan dengan sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

¢. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam r?:}glca
pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan

; 13 P

d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk ;_)e!aksanaan dibidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

e. Menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan dibidang sarana
peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

f. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan
daerah dibidang lembaga dan kerukunan keagamaan,

g Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga
keagamaan dan kerukunan umat beragama;

h. Melakukan pembinaan fasilitasi dan pengembangan kerjasama antar lembaga
keagamaan dan kerukunan umat beragama;

i. Menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta koordinasi
lwgiatandanpenyusunanlaporanpmg‘ampembinaanwnatbemgamadan
kerjasama antar lembaga keagamaan;

j.  Melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan /rapat koordinasi dibidang
kerukunan umat beragama dan kerjasama antar lembaga keagamaan;

k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat
beragama dan aliran serta kerjasama antar lembaga keagamaan;

L Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan musyawarah antar umar
bergama dan aliran kepercayaan;

m. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat
beragama dan konsultasi kerukunan hidup umat beragama dan aliran
kepercayaan;

n. Melakukan koordinasi kerjasama sosial kemasyarakatan dan konsultasi
pemngguhngan.wcamdirﬁmamlahdankasuskemkmlan}ﬁdupantarumat
beragama dan aliran keprcayaan;

0. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan
aliran kepercayaan; dan

p. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah
dibidang lembaga kerukunan dan keagamaan.

Pasal 10

(1) Uraian tugas Sub Bagian Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :
a. Mepyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah
dfblfiang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. Menyiapkan
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b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
dibidang sosial, transmigrasi, keschatan, pemberdayaan  perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluargn berencana;

c. Menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah dibidang sosial, transmigrasi, keschatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian  penduduk  dan  keluarga
berencana;

d. Menyiapkan bahan pelayanan administrasi  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan  bidang  sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana,

e. Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada
masyarakat;

. Menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;

g Menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan
transmigrasi;

h. Melakukan seleksi dan pelatihan calon transmigran;

i Melalaﬂcanpmnbemngkatandanpengawalanwbntansmigmndaﬁdamhasal
ke transit kabupaten, provinsi dan loksi transmigrasi,
badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga; dan

k. Menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan
bantuan sosial kepada badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan
individu atau keluarga.

Pasal 11

(1) Uraian tugas Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah
dibidang kemudahan dana olahraga dan bidang pariwisata:

b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah
dibidang kemudahan dan olahraga dan bidang pariwisata;

c. Mcnyia_a.pkan bahan momtonng evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
égnpunmntahdaaahdlbldangkanudahandanOIaMagadanbidangpaﬁwisata;

d. Menyxapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintah
dibidang kemudahan dan olahraga, pariwisata dan kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 3
Bagian Hukum
Pasal 12

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kEleaan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi dibidang Perundang-Undangan, Bantuan hukum serta Dokumentasi
dan Informasi.
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(2) Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini
Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :
Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah Perundang-Undangan, Bantuan
Hukum serta Dokumentasi dan Informasi ;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah Perundang-
Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi ;
Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
dibidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan
Informast ;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Perundang-
Undangan, Bantuan Hukum serta Dokumentasi dan Informasi ; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan asisten pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(3) Bagian Hukum, membawahi :
a. Sub Bagian Perundang-Undangan ;
b. Sub Bagian Bantuan Hukum ; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

a.

Pasal 13

(1) Uraian tugas Sub Bagian Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah;

b. Melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah ;

c. Menyiapkan bahan penjelasan kepala daerah dalam proses penetapan peraturan
daerah;

d. Menyiapkan bahan analisas dan kajian produk hukum daerah;

e. Melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;

f. Menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk
hukum daerah; dan

g Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah.

Pasal 14

(1) Uraian tugas Sub Bagian Bantuan Hukum adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah :

b. Melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan
hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam
sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara
hukum;

d. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM);
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e. Menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); dan
f  Melaksanakan evaluasi dan pelapor terhadap hasil penanganan perkara
sengketa hukum.
Pasal 15

(1) Uraian tugas Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan
Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

b. Menghimpun serta mengelolah data informasi sebagai bahan dalam rangka
pembentukan kebijakan daerah;

c. Melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

d. Memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk hukum daerah
maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya; dan

f Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi
produk hukum daerah.

Bagian ketiga
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 16

(1) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian
penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan
sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perekonomian
dan sumberdaya alam, administrasi pembangunan pengadaan barang dan jasa;

c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengadaan
barang dan jasa;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian
mﬁmnkebijakandampakyangﬁdakdﬁnginkandanfakmryangmanpcngarum
pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian dan sumber daya alam,
dan administrasi pembangunan; dan

f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris daerah perekonomian
jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Asisten ......
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(3) Asisten Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
c. Bagian Pengadaan Barang dan jasa.

Paragraf 4
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan
pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
Bagjan Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan Sumber Daya Alam;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang pembinaan BUMD
dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam; dan

d. Pelaksanaanfungsi]ainyangdibezﬂcanolehAsistcnPcrekononﬁandan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 18

(1) Uraian tugas Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD

a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

b. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah;

c. Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan

d. Melakukan monitoring dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah.

Pasal 19

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perekonomian adalah sebagai berikut :
a. Menyusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi,
UMKM, perindustrian dan perdagangan;
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b. Menyusun bahan penyusunan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi,
UMKM, perindustrian dan perdagangan;
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pc]akaanaan
kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan
perdagangan;
d. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum
pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan;
Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pariwisata,
koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan; dan
f Memfasilitasi dan pembinaan dibidang pengembangan pariwisata, koperasi,

UMKM, perindustrian dan perdagangan;

Pasal 20

3 UraiantzmsSubBagianSumberDayaAlamada]ahsebagaibeﬁlmt:

a. Menyusun bahan dan data serta analisa dibidang pertanian, perkebunan,
lcetahananpan@n,petcmakan,perﬂmmmmergisumberdayanﬁnemldan
lingkungan hidup;

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pertanian, perkebunan,
ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan
lingkungan hidup;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan,
energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;

d. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum
kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan,
energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;

e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya
mineral dan lingkungan hidup;

f Memfasilitasi dan pembinaan dibidang pertanian, perkebunan, ketahanan
pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan
hidup; dan

g Memfasilitasi kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,
peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Pasal 21

(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan
tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
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b. Penyiapan bahan pengkoordinasian claksanaan tugas perangkat  daerah
dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan

pelaporan;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dacrah
terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang penyusunan
program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perckonomian dan Sumber
Daya Alam yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

a. Sub Bagian Penyusunan Program,;

b. Sub Bagian Pengendalian Program ; dan

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 22

(1) Uraian tugas Sub Bagian Penyusunan Program adalah sebagai berikut :

a. Menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program
pembangunan daerah;

b. Menyusun bahan kebijakan dalam rangka menyiapkan penyusunan program
pembangunan daerah,;

¢. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan
program pembangunan daerah;

d. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten
kota lain serta pihak swasta dalam rangka sinergitas penyusunan program
pembangunan daerah;

e. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program
pembangunan daerah;

f. Melaksanakan pcnyusunanpmgmmpembangunanda]amrangka
mengembangkan akses pembangunan daerah;

g Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan
dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka
penyusunan program pembangunan daerah; dan

h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah.

Pasal 23

(2) Uraian tugas Sub Bagian Pengendalian Program adalah sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
b. Menyusun bahan kebjjakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan
oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program
pembangunan daerah;

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pembangunan
dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
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d. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangj
tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik
oleh pemerintaha maupun swasta;

e. Mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh pemerintah maupun
swasta; dan

f Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian
pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 24

(3) Uraian tugas Sub Bagian Evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut :

(1)

@

a. Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;

b. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan
daerah;

¢. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring dan
evaluasi program pembangunan daerah;

d. Melaksanakan koordinasi dan vasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring
dan evaluasi program pembangunan daerah;

e. Mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan
monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;

f. Mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program
pembangunan daerah; dan

g Menyusun hasil evaluasi pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan
program pembangunan daerah.

Paragraf 6
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 25

Bagian Pengadaan Barang dan jasa, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengkoordinasian pelaksanakan tugas perangkat daerah pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

bagian pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan pengadaan
barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa,

c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa;
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